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NIM  :02011282126305

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Kehilangan Kendaraan dan
Barang di Area Parkir Pelaku Usaha (Studi Putusan : Kasasi Mahkamah Agung No.
2078/K/Pdt/2009)

ABSTRAK

Skripsi yang memiliki judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Kehilangan
Kendaraan dan Barang di Area Parkir Pelaku Usaha. Kasus kehilangan terjadi di Bilangan
Fatmawati, DKI Jakarta yang melibatkan seorang konsumen bernama Sumito yang
memarkirkan kendaraannya di dalam Perumahan Bilangan Fatmawati yang dikelola oleh
PT Securindo Packtama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis
perlindungan hukum terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan dan barang di area
parkir pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk
mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
memberikan putusan pada Nomor 2078/K/Pdt/2009 terhadap pemberian ganti rugi kepada
konsumen yang kehilangan kendaraan dan barnag. Penelitian ini merupakan kajian hukum
normatif-yuridis yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan Perundang-
Undangan dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Kesimpulan dari penelitian ini secara
preventif telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha/pengelola parkir menjaga keamanan kendaraan
konsumen, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap jaminan dan/atau
garansi yang disepakati atau yang diperjanjian dengan konsumen tersebut, dan
perlindungan hukum represif konsumen dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan
Hukum (KUHPerdata) atas kegagalan pengelola parkir melakukan kewajibannya
menjalankan perjanjian penitipan barang. Kewajiban ganti rugi akibat pengelola parkir
tidak menjalankar kewajibannya ini tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Serta sengketa dari permasalahan ini dapat diselesaikan melalui pengadilan
atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Tanggung Jawab, Kehilangan.
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memiliki potensi keuntungan yang besar bagi para pengusaha jika dikelola dengan
baik. Namun, jika tidak dikelola dengan benar, hal ini bisa menimbulkan risiko
yang merugikan baik bagi pengusaha, konsumen, maupun pemerintah. Oleh
karena itu, pengusaha tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan semata,
namun mereka juga perlu mempertimbangkan tanggung jawab yang terkait
dengan peran mereka sebagai pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa
“pelaku atau orang yang melakukan usaha ialah individu atau kelompok badan
usaha yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak termasuk badan hukum
yang ditetapkan atau bertempat dan melakukan suatu aktivitas tertentu di wilayah
hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”?

Area atau tempat parkir adalah suatu tempat yang sangat diperlukan oleh
masyarakat, hal yang paling penting mengenai pengelolaan parkir adalah masalah
perlindungan untuk pengguna jasa parkir jika terjadi kerusakan ataupun
kehilangan kendaraan saat kita meninggalkan kendaraan. Berkaitan dengan hal
tersebut, apakah konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada pengelola
parkir jika terjadi kehilangan ataupun kerusakan dengan kendaraannya,
dikarenakan terkadang ada beberapa pelaku usaha yang mencantumkan tulisan di
karcis tempat parkir, menuliskan “Segala kehilangan dan/atau kerusakan bukan

5 3

tanggung jawab dari pengelola parkir”.

Jenis parkir sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu:

2 Republik Indonesia UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

% Bilal Endra Saputra, “Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya
Kendaraan Bermotor Di Lokasi Tempat Parkir Pasar Mutilan”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan
Hukum Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.



1. Parkir Onstreet (di bahu jalan)

2. Parkir offstreet (di luar bahu jalan).

Parkir onstreet ialah parkir yang berlokasi di bahu jalan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah dengan pengelolaan dilakukan oleh individu atau badan hukum
yang memiliki izin dari pemerintah. Sementara itu, parkir offstreet merupakan
parkir yang berada di beberapa, misalnya pusat perbelanjaan atau kantor-kantor
yang menyediakan lahan parkir bagi masyarakat.* Dengan tersedianya fasilitas
parkir, masyarakat sering mempercayakan keamanan kendaraan pribadinya
kepada pengelola parkir. Namun, pada kenyataannya konsumen sering Kkali
mengalami kerugian yang disebabkan oleh pengelola parkir apabila kendaraan
yang diparkirkan mengalami kerusakan atau kendaraan tersebut hilang.

Konsumen sering memiliki posisi yang dikesampingkan dibanding daripada
pelaku usaha. Dalam hal ini, dibentuknya perlindungan hukum untuk melindungi
hak-hak konsumen. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah
segala upaya untuk memastikan adanya kepastian hukum yang melindungi
konsumen. Konsumen memiliki hak-hak hukum yang harus dilindungi dalam
penerapannya. Hak-hak tersebut seharusnya dipahami dan dihargai oleh semua
pihak yang berarti keamanan dan kenyamanan konsumen sebagai pengguna jasa
ataupun yang lain harus menjadi prioritas.®

Bahwa di dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan parkir yang ada, sering

meninggalkan banyak sekali masalah-masalah hukum, terkhusus hal yang

4 Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 43, tentang Prasarana dan Lalu Lintas,
Pasal 47 ayat (1) tahun 1993.

5 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Cipta Aditya Bakti,
Bandung, 2014, him. 2



berhubungan dengan hubungan hukum antara pelaku (pihak pengelola parkir) dan
konsumen parkir. Kasus kehilangan kendaraan saat parkir jelas merupakan
pelanggaran terhadap hak pengguna jasa parkir. Pelanggaran ini tidak hanya
mencerminkan masalah hukum, tetapi juga menunjukkan aspek spiritual yang
lemah, yaitu rapuhnya landasan moral para pelaku usaha, dalam hal ini pengelola
parkir. Mereka hanya berfokus pada keuntungan materi tanpa mempertimbangkan
hak orang lain.®

Jika ditelaah lebih dalam, sengketa parkir yang terjadi disebabkan oleh
penerapan perjanjian yang tidak sesuai dengan konsep perjanjian yang seharusnya
berlaku. Dalam meneliti berbagai kasus kehilangan kendaraan bermotor yang
melibatkan hubungan antara pengelola parkir dan konsumennya, sering ditemukan
perbedaan pemahaman mengenai perjanjian parkir.” Dalam hal ini, konsumen
sebagai pihak yang dirugikan beranggapan bahwa pengelola parkir harus
bertanggung jawab atas kehilangan kendaraannya. Namun pengelola parkir
berpendapat bahwa perjanjian parkir merupakan perjanjian sewa lahan, sehingga
tanggung jawab sepenuhnya berada pada konsumen dan mereka tidak
berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen.
Selain itu, pengelola parkir juga mencantumkan klausula baku pada karcis parkir
yang tertulis membebaskan mereka dari kewajiban ganti rugi meskipun hal

tersebut telah diatur dalam KUHPerdata.

Salah satu tujuan tersusunnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen dalam perparkiran. Pada

® Herlyanty Y. A Bawole, dkk, “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan
Kendaraan Bermotor Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen™ Jurnal Fakultas Hukum, Lex Privatum Vol.13. No.1 Tahun 2024

7 Janus Sidabalok, Op.Cit. him. 2



saat ini, pencantuman klausula baku atau perjanjian standar pada karcis parkir
kerap ditemukan, meskipun hal tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 18
UUPK mengenai klausula baku. Penggunaan Kklausula baku ini membuat posisi
antara pengelola parkir dan konsumen menjadi tidak seimbang. Penggunaan
klausula baku atau perjanjian standar secara hukum selama tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
konsumen mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap penerapan
klausula baku atau perjanjian standar.®

Contoh kasus yang terjadi adalah Sumito sebagai konsumen/penggugat dan
PT. Securindo Packtama Indonesia (Secure Parking) sebagai pelaku
usaha/tergugat di dalam gugatan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Perparkiran. Sumito telah mengalami kerugian karena kendaraan milik Sumito
yang la parkirkan di Bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan telah hilang atau dicuri.
PT Securindo Packtama (Secure parking) adalah pengelola parkir di Bilangan
Fatmawati, Sumito menyatakan insiden yang dialaminya ke petugas Secure
Parking. Sebelumnya Sumito memarkirkan kendaraannya dalam keadaan
terkunci. Sebagai bukti Sumito menunjukkan dokumen kendaraan berupa STNK,
kunci motor, dan juga karcis parkir yang masih dimiliki dan dipegang oleh

Sumito.

Sumito merasa tidak terima kendaraan yang ia miliki telah hilang, sehingga

Sumito melakukan protes. Namun, protes dari Sumito hanya dibalas oleh Secure

8 Nizla Rohaya. “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula
Eksonerasi Dalam Perlindungan Kosumen.” Jurnal Hukum Replik, Volume 6 Nomor 1, Maret
2018, him. 24



Parking berupa diterbitkannya Surat Tanda Bukit Lapor. Dikarenakan Sumito
kurang puas atas tanggapan dari pihak Secure Parking, Sumito melaporkan
perkara yang dialaminya ke BPSK. Saat itu, Secure Parking bersedia mengganti
kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00. Sumito tidak merasa sebanding atas kesediaan
dari pihak Secure Parking yang hanya ingin memberikan ganti rugi sebesar tujuh
juta rupiah karena Sumito mengatakan Secure Parking telah lalai dari
kewajibannya dan wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Sumito. Karena
dari kedua belah pihak tidak menemukan titik hasil yang baik dari perkara ini,
perkara ini kemudian di proses ke PN Jakarta Pusat.

Salah satu pelayanan dari Secure Parking adalah operasional parkir yang
berarti unit kerja terdepan Secure Parking yang memberikan impresi pertama
terhadap pengguna jasa parkir agar dapat merasakan kenyamanan, keramahan dan
kemudahan, memastikan kelancaran lalu lintas di dalam lahan perparkiran serta
keamanan  dalam area  perparkiran demi  terwujudnya  kepuasan
pelanggan/konsumen dengan menempatkan kualitas sumber daya manusia yang
sudah melewati proses seleksi dan program training yang telah dipersiapkan.
Dengan adanya tujuan dari Secure Parking ini, jika terjadi pencurian ataupun
adanya salah satu hal yang membuat kerugian terhadap salah satu pihak, pihak

pengelola parkir harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa Sumito sebagai pengguna parkir, tidak
mendapatkan perlindungan dari pengelola saat kendaraannya hilang. Berdasarkan
Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata serta Pasal 4 UUPK, tanggung jawab
atas hilangnya kendaraan sepenuhnya jatuh pada pengelola parkir (Secure

Parking), karena gagal memastikan keamanan di lahan parkir mereka.



Klausula baku yang tercantum dalam Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1999
menyebutkan bahwa “tanggung jawab atas kehilangan kendaraan dan/atau barang
di dalamnya serta kerusakan kendaraan selama berada di area parkir sepenuhnya

berada pada pengguna parkir.” Ketentuan ini juga tercantum dalam karcis parkir.

Jelaslah bahwa klausula baku yang tercantum dalam Perda yang ditulis itu
sudah melanggar Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, yang mana pelaku (Secure Parking) dilarang mencantumkan klausula
baku yang mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen.

Konsekuensi dari penerapan klausula baku ini ialah batal demi hukum.

Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam dan memperoleh wawasan
lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum dalam kasus tersebut, penulis
melakukan  penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN YANG KEHILANGAN DAN KERUSAKAN
KENDARAAN DI AREA PARKIR PELAKU USAHA” (Studi Kasus :

Putusan MA No0.2078/K/Pdt/2009)

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, penulis mengemukakan

masalah dua permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang kehilangan
kendaraan di Parkiran Pengelola Parkir Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?



2. Apakah pertimbangan hakim dalam perkara putusan Nomor
2078/K/Pdt/2009 telah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku usaha dan

konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat di atas,

maka diketahui tujuan dari penelitian yang akan dibuat ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap
konsumen yang kehilangan kendaraan dan barang di area parkir pelaku
usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi dasar
pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada nomor
2078/K/Pdt/2009 terhadap pemberian ganti rugi kepada konsumen yang

kehilangan kendaraan dan barang.

D. Manfaat Penelitian

Melihat dari tujuan penelitian yang telah penulis buat di atas, penulis berharap

penelitian ini bisa bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penulis berharap bisa memberikan manfaat bagi penulis
sendiri dan penulis lain atau masyarakat mengenai pengetahuan ilmu hukum dan

ilmu khusus keperdataan terutama dalam hukum perlindungan konsumen.



1. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat

Dari penelitian yang telah dibuat oleh penulis ini, penulis berharap dapat
bermanfaat sebagai wawasan untuk masyarakat Indonesia yang berkaitan
dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang kehilangan

kendaraan dan barang yang mengalami kerugian.

2. Bagi Pemerintah
Penulis berharap dengan dibuatnya penelitian ini dapat menjadi
pertimbangan ataupun pandangan bagi pemerintah dengan lebih
diperhatikannya peraturan perlindungan konsumen akan penegakan hak

dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup penjelasan mengenai batasan permasalahan yang
akan dibahas dan dianalisis. Ruang lingkup penelitian berfungsi sebagai bingkai,
yang menetapkan batasan, mempersempit masalah, dan membatasi area
penelitian.® Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai bentuk
perlindungan hukum bagi konsumen parkir terhadap kehilangan kendaraan dan
barang serta pandangan hakim-hakim dalam memberikan putusan. Dalam hal ini,
peneliti fokus pada PT Securindo Packtama Indonesia dalam menganalisis
putusan terkait sengketa konsumen jasa parkir Putusan Mahkamah Agung Nomor

2078/K/Pdt/2009

® Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2011, him. 111.



F. Kerangka Teori

Teori merupakan kata yang berasal dari kata “theoria”, yang mana di dalam
bahas latin memiliki arti “perenungan” dan teori dalam bahasa yunani “thea”
secara mendasar memberikan makna sesuatu yang disebut realitas. Kerangka teori

sendiri dalam penulisan karya ilmiah memiliki 4 ciri yaitu.1°

a. Teori-teori hukum
b. Asas-asas hukum
c. Doktrin Hukum

d. Ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya

Di penelitian ini, untuk memperkuat dasar penulisan, maka penulis

menggunakan beberapa teori yang ada, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Unsur paling penting dalam sebuah negara hukum adalah perlindungan
hukum. Hak ini dianggap krusial karena pembentukan negara juga mencakup
penyusunan hukum yang mengatur setiap warganya. Di dalam sebuah negara,
akan tercipta hubungan timbal balik antara warga negara yang melahirkan hak dan
kewajiban bagi masing-masing/ Perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap
warga negara, hamun di sisi lain juga merupakan kewajiban negara. Oleh karena

itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum ke warganya. Setelah

10 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hIm.79.
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memahami perlindungan hukum, perlu dipahami pula defisini dari perlindungan

hukum itu sendiri.'!

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak hak yang

diberikan oleh hukum.*2

Selanjutnya menurut Fitzgerald sendiri teori perlindungan hukum adalah
bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan
berbagai kepentingan dalam masyarakat dikarnakan dalam suatu lalu lintas
kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan kepentingan tertentu dapat

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.!3

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon juga menjelaskan mengenai defisini
dari perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang memiliki
sifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk
mencegah terjadinya sengketa, yang memberikan arah tindakan pemerintah
bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan
perlindungan hukum sedangkan perlindungan hukum represif adalah bertujuan
untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga

peradilan.4

11 perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan
Hukum (gramedia.com), diakses pada tanggal 6 September 2024, pukul 9.30

12 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him. 53

13 Ibid, him. 53

14 Ibid, him. 54
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Dari beberapa penjelasan dari para ahli di atas dapat memberikan pemahaman
bahwa perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk
mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan
kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat represif
maupun yang dalam bentuk preventif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis

dalam rangka menegakkan peraturan hukum yang ada.*®

Hukum harus melindungi setiap individu sesuai dengan status hukumnya,
karena semua orang memiiki kesetaraan di depan hukum. Aparat penegak hukum
berkewajiban untuk menegakkan aturan hukum, dan dengan berjalannya hukum,
secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap

hubungan hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat oleh hukum.
Perlindungan hukum bagi masyarakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu”

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau
pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara resmi

2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum vyang lebih

berfokus pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi.®

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan wujud penerapan
prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia Yyang

berlandaskan pancasila serta prinsip negara hukum yang berasaskan pancasila.

15 Fuady, Munir. Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003 him. 54

16 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, him.
38.
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Setiap individu berhak memperoleh perlindungan hukum. Hampir seluruh
hubungan hukum memerlukan perlindungan hukum. Oleh karena itu, terdapat

berbagai jenis perlindungan hukum yang tersedia.

2. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah
kewajiban untuk menanggung segala hal yang terjadi dan dapat dituntut,
disalahkan, serta dipermasalahkan. Sementara itu, dalam kamus hukum, tanggung
jawab diartikan sebagai keharusan bagi seseorang untuk memenuhi kewajiban

yang telah dibebankan kepadanya.’

Terdapat dua istilah dalam kamus hukum yang merujuk pada tanggung jawab,
yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang
mencakup berbagai bentuk tanggung jawab atau resiko, baik yang pasti, yang
berpotensi, maupun yang bersifat aktual, meliputi semua aspek hak dan
kewajiban, termasuk ancaman, kerugian, atau kondisi yang menciptakan
kewajiban untuk menjalankan undang-undang. Responsibility mengacu pada suatu
hal-hal yang dipertanggungjawabkan terkait kewajiban, mencakup dalam hal
penilaian, keterampilan, kemampuan, dan kapasitas, serta tanggung jawab untuk
melaksanakan undang-undang. Secara praktis, liability mengacu pada tanggung
jawab hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan subyek hukum, sedangkan
responsibility mengacu pada tanggung jawab politik.8. Tanggung jawab pelaku
usaha terhadap hal-hal yang merugikan konsumen didasarkan pada beberapa

prinsip hukum yang dapat dibedakan menjadi:

17 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, him. 28
18 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, him.
335-337
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a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (liability based on

fault)

Prinsip yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata juga tercantum dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama pada pasal 1365, 1366, dan
1367. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai
pertanggungjawaban hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukan. Pasal
1365 KUHPerdata sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum,

mensyaratkan empat unsur utama untuk terpenuhi, diantaranya:
1. adanya perbuatan melawan hukum,

2. unsur kesalahan,

3. kerugian yang dialami,

4. serta hubungan sebab-akibat.®

Terkait dengan beban pembuktian, asas ini mengacu pada ketentuan dalam
Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, dan Pasal 1865 KUHPerdata. Ketiga pasal
tersebut menetapkan bahwa siapapun yang mengajukan klaim atas suatu hak harus
dapat membuktikan keberadaan hak atau peristiwa yang mendasarinya.?
Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum dalam acara yaitu asas audi et
alteram partem, yang menekankan keseimbangan kedudukan antara semua pihak
yang bersengketa. Dalam hal ini, hakim harus membebankan pembuktian secara
adil dan proporsional kepada para pihak, sehingga masing-masing memiliki

kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara.

19 Shidarta, Hukum Perlindungan konsumen, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 59
2 Maretha, V. (2017). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan Dengan
Kekhilangan Sepeda Motor Di Area Parkir” Skripsi, Fakultas Hukum, UNILA, Lampung, 2017
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b) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (Presumption of liability

principle)

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability
principle) menyatakan bahwa tergugat dianggap bertanggung jawab sampai
pelaku usaha dapat membuktikan bahwa tanggung jawab tidak berada pada
tergugat. Saat ini, beban pembuktian ada pada pihak yang dianggap bersalah
hingga mereka dapat membuktikan sebaliknya. Prinsip ini bertentangan dengan
asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang umum dikenal dalam
hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen, prinsip ini cukup relevan.
Dengan menggunakan teori ini, pelaku usaha yang digugat harus membuktikan
bahwa kesalahan tidak ada di pihak mereka. Tergugat wajib menghadirkan bukti
bahwa ia tidak bersalah. Meskipun demikian, konsumen tidak bisa sembarangan
mengajukan gugatan, karena posisi penggugat juga bisa digugat balik oleh pelaku

usaha jika gagal membuktikan kesalahan tergugat.?:
c) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip sebelumnya. Prinsip praduga
untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of nonliability principle)
hanya berlaku dalam transaksi konsumen tertentu yang sangat terbatas, dimana

pembatasan tersebut umumnya dapat diterima secara wajar.??

d) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

21 1bid, him. 25
22 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia,
Jakarta 2006, him. 62
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Prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability) ini berlawanan dengan
prinsip sebelumnya. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya
diterapkan dalam situasi terbatas dalam transaksi konsumen, dan pembatasan

semacam ini umumnya dapat diterima berdasarkan logika umum.?
e) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sering dimanfaatkan oleh pelaku
usaha sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang mereka susun.
Penerapan ini dapat merugikan konsumen apabila pelaku usaha menetapkannya
secara sepihak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha
tidak diperkenankan menerapkan klausula yang bisa menimbulkan kerugian
terhadap konsumen, termasuk membatasi tanggung jawab mereka sendiri. Jika
ada pembatasan tanggung jawab, hal tersebut sepenuhnya mengacu kepada

ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.?

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah tahap di mana majelis hakim meninjau fakta-fakta
yang muncul selama persidangan. Tahap ini merupakan elemen penting dalam
memastikan putusan hakim yang adil, pasti secara hukum, dan bermanfaat bagi
pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan

seksama, hati-hati, dan teliti. Jika pertimbangan tersebut tidak dilakukan dengan

28 1bid, him. 26
2% 1bid, him. 98
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baik, maka putusan hakim yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan

Tinggi atau Mahkamah Agung.?®

Pertimbangan hakim adalah elemen penting dalam menghasilkan putusan
yang adil dan memberikan kepastian hukum. Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa “pertimbangan harus
disusun secara ringkas berdasarkan fakta, keadaan, dan alat bukti yang diperoleh
dari pemeriksaan dalam sidang, yang menjadi dasar untuk memutuskan nasib
terdakwa.” Dalam proses pemeriksaan, hakim memerlukan pembuktian yang
hasilnya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara.
Pembuktian adalah tahap krusial dalam persidangan, bertujuan untuk memastikan
bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi. Hakim tidak dapat
mengeluarkan putusan tanpa kepastian bahwa fakta tersebut telah terbukti,

sehingga jelas ada hubungan hukum antara para pihak.

Hakim tidak diperbolehkan memberikan hukuman yang lebih rendah dari
batas minimum atau lebih tinggi dari batas maksimum yang telah diatur oleh
Undang-Undang. Dalam menentukan keputusan, terdapat beberapa teori yang
dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau
pendekatan yang bisa dijadikan acuan oleh hakim dalam mempertimbangkan

penjatuhan putusan dalam suatu perkara.:?’

%5 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2004, him. 140.

26 |bid, him. 141

27 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 102
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G. Metode Penelitian

Istilah metodologi terdiri dari dua kata, yakni metode dan logi. Menurut
bahasa Yunani, metodologi berasal dari kata methodos, yang terbentuk dari dua
kata, yaitu meta dan hodos. Kata meta berarti menuju, melalui, atau mengikuti.
Sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Sementara itu logi memiliki makna
sebagai ilmu. Metode penelitian sendiri merupakan suatu cara yang digunakan

oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan terkait objek penelitian.

Kata “Metodologi” berasal dari dua kata yaitu “metode” dan “logi”. Dalam
bahasa Yunani, metodologi disebut methodos, yang juga terdiri dari dua bagian
meta dan hodos. Kata meta memiliki arti menuju, melalui, atau mengikuti,
sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Sementara itu, logi mengacu pada ilmu.?®
Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh peneliti

untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan

penelitian.?®

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe
penelitian normatif-yuridis. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum
doktrinal atau teoritis, karena berfokus pada kajian tertulis dengan menggunakan
data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori
hukum, serta karya ilmiah dari para sarjana. Dalan penelitian normatif, berbagai

aspek diteliti, termasuk aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan

28 |shag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,
Alfabeta, Bandung, 2017, him. 25.

29 Soerjono Soekonto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006,
him. 42.
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komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan
pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu peraturan, serta bahasa

hukum yang digunakan.*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan

terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan undang-undang.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan ialah metode yang dilakukan dengan
mengkaji berbagai undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan isu
hukum yang sedang dibahas.3!

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus adalah salah satu metode dalam penelitian hukum normatif,
di mana peneliti berusaha membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus
nyata yang terjadi di lapangan. Kasus yang ditelaah memiliki keterkaitan dengan
peristiwa hukum yang terjadi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencari
kebenaran dan solusi terbaik sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan
ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum

yang sedang dibahas.*?

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

%0 |dtesis.com, Pengertian Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, diakses
pada clickserve.dartsearch.net, pada tanggal 9 September 2024, pukul. 12 26

31 Subekti R, Praktek Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, him. 13

32 C. F. G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20,
Alumni, Bandung, 2006, him. 139.
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Dalam penelitian hukum normatif, sumber utama yang diketahui sebagai
bahan hukum sekunder dalam penelitian adalah bahan pustaka.®* Bahan hukum ini
terdiri menjadi dua kategori, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer di dalam penelitian ini, adalah bahan hukum yang

meliputi peraturan perundang-undangan seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

3. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan

4. Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran
b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum ini memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer
yang didapatkan melalui kajian pustaka yang meliputi buku-buku ilmu hukum,
jurnal hukum, kamus hukum, komentar terhadap putusan pengadilan, serta

sumber-sumber internet yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.®*

¢. Bahan Hukum Tersier

33 Op. Cit, Soerjono Soekanto, him. 41
3 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi ke Arah
Ragam Varian Kontemporer, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, him. 203.
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Bahan hukum ini memberikan petunjuk atau penjelasan terkait bahan
hukum primer, yang didapatkan melalui kajian pustaka seperti buku-buku ilmu
hukum, jurnal hukum, serta sumber-sumber dari internet yang relevan dengan

masalah penelitian.®®

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan
melalui Studi Kepustakaan. Dalam proses penelitian kepustakaan, dilakukan
pencarian, pengumpulan, dan pemerolehan berbagai sumber seperti buku, jurnal,
karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lainnya. Metode ini dikenal

sebagai pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum
berupa analisis preskriptif. Teknik ini bertujuan membuat argumentasi atau hasil
penelitian yang sudah dilakukan. Peneliti menyampaikan argumen untuk
memberikan penilaian atau preskripsi terkait kebenaran, kesalahan, atau apa yang
seharusnya berdasarkan hukum terhadap peristiwa hukum yang ditemukan dalam
penelitian.®® Dalam metode ini, data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum
primer, seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder,

seperti doktrin dari para ahli hukum. Data tersebut kemudian dihubungan dengan

3% Op. Cit, Soerjono Soekanto, him. 54
3 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, him.
112
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isu-isu hukum yang relevan dengan topik skripsi ini setelah melalui proses

inventarisasi dan penyusunan.®’

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan
metode deduktif, yang merupakan pendekatan teori yang dimulai dari kebenaran
yang bersifat umum dan kemudian diterapkan pada peristiwa atau data yang lebih
spesifik. Dengan demikian, metode ini dapat membantu memecahkan berbagai

permasalahan yang ada dalam skripsi ini.*

37 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Praktik dan Teori, Rineka Cipta, Jakarta,
2015, him. 145.
38 Op.Cit. Muhaimin, him. 112
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